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BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 25                                 2016                                    SERI :   E                                                                                    

 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

NOMOR 25 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

SEKOLAH RAMAH ANAK KOTA BEKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah 
Ramah Anak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, serta guna 
mengembangkan Sekolah Ramah Anak secara 
sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah 
Ramah Anak Kota Bekasi. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 



2 
 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional 
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4557); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kalil diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

 

 

 



3 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5670); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 
Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi 
Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki 
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota 
Layak Anak; 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Adiwiyata; 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak 
(Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761); 
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14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 
Nomor 3 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 
12 Seri E). 

 

Memperhatikan : Berita acara rapat penyusunan Peraturan Walikota 
tentang Sekolah Ramah Anak Kota Bekasi, Nomor : 
463/550-BP3AKB.PA, tanggal 26 Mei 2016. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH RAMAH 

ANAK KOTA BEKASI. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :  
1. Daerah adalah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Bekasi. 
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
5. Hak-Hak Anak merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang wajib 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah, dan negara. 

6. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan 
pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, nyaman, bersih 
dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, 
memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari 
kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung 
partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, 
pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan 
perlindungan anak di pendidikan. 
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7. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah 
kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak 
anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, 
masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan 
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 
terpenuhinya hak anak. 

BAB II 
TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 

Pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip 
sebagai berikut : 
a. nondiskriminasi yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk 

menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan 
disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua; 

b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan 
utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh 
pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak 
didik; 

c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan 
lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin 
pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak; 

d. penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup 
penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam 
segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan 

e. pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan 
pendidikan. 

Pasal 3 

Tujuan sekolah ramah anak : 
a. adanya keterjangkauan, kesetaraaan, dan keterjaminan hak atas 

pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang disabilitas, korban 
bencana, anak jalan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak 
yang memerlukan perlindungan khusus lainnya; 

b. medorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak sebagai 
tempat belajar, pengembangan dan sosialisasi; 

c. menghindari hukuman yang berakibat cedera baik secara fisik maupun 
psikis. 
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BAB III 
INDIKATOR DAN TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK 

Pasal 4 

(1) Indikator SRA meliputi 6 komponen penting, yaitu : 
a. kebijakan sekolah ramah anak; 
b. pelaksanaan kurikulum; 
c. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak; 
d. sarana dan prasarana sra; 
e. partisipasi anak; dan 
f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku 

kepentingan lainnya, dan alumni. 

(2) Rincian indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran Peraturan ini.  

Pasal 5 

(1) Tahapan pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi persiapan, 
perencanaan, dan pelaksanaan.  

(2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya 
melibatkan satuan pendidikan terkait serta sumberdaya yang ada di 
dalamnya namun juga didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.  

BAB IV 
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Pasal 6 

(1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan 
pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan 
hak-hak anak yang komprehensif.  

(2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdampak 
pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pendidik 
dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terk                                                  
ait hak-hak anak dan implementasinya.  

BAB V 
PENGANGGARAN 

Pasal 7 

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk mewujudkan Sekolah 
Ramah Anak disesuaikan dengan sumber daya yang ada pada satuan 
pendidikan.  
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BAB VI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi 
dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan 
mekanisme yang sudah diatur. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kota 
Bekasi. 

 
 Ditetapkan di Bekasi 

pada tanggal 30 Mei 2016 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 
        Ttd/Cap 
 
RAHMAT EFFENDI 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 30 Mei 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                     Ttd/Cap 
 
 
        RAYENDRA SUKARMADJI 

 

 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR  25  SERI E 


